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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan dapat diambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

1. Peran kepolisian dalam proses penegakan hukum sangat diharapkan oleh 

masyarakat kota Gorontalo, dengan melihat kondisi yang terjadi di Gorontalo 

pihak kepolisian sekiranya penting untuk tetap mensosialisasikan peran 

strategis dari kepolisian itu sendiri. sebagai pegak hukum, kepolisian harus 

menjadi pihak pertama yang menjaga setiap keamanan, kenyamanan dan juga 

sampai pada tahapan penyelesaiaan masalah. 

2. Faktor – faktor penghambat dalam hal penyelesaian masalah juga menjadi perlu 

untuk dicarikan solusi, seperti kurangnya sumber daya manusia kepolisian, 

prosedur yang terlalu lama hingga minimnya biaya operasional perlu juga 

dipikirkan pihak instansi kepolisian. Apabila hal ini semakin berlarut, maka 

bisa saja kasus-kasus yang telah terdaftar dan juga belum diselesaikan oleh 

pihak kepolisian akan semakin bertambah dan akhirnya itu sangat berdampak 

kepada kinerja-kinerja kepolisian. 
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5.2  Saran 

1. Hukum harus lebih ditegakkan lagi agar permasalahan kasus-kasus hukum 

pidana khusunya pidana pembunuhan bisa diatur lebih baik lagi dan yang 

melanggar hukum harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-

undang yang telah di tetapkan. 

2. Pihak kepolisian harusnya lebih memperhatikan keamanan di Kota Gorontalo 

khusnya pada tempat-tempat yang rawan tindak pidana dan sekaligus 

melakukan razia terhadap masyarakat. 
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